
1

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam

bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

a. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat

customer information system (CIS) di PLN Wilayah Lampung dalam perkara

ini perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana korupsi, terdakwa Hariadi Sadono dijerat telah melakukan tindak

pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya

terdakwa divonis pidana penjara 3 (tiga) tahun penjara, denda Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan

kurungan, dan uang pengganti Rp. 137.380.120,- (seratus tiga puluh tujuh juta

tiga ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana

menurut hukum pidana yaitu para terdakwa mempunyai kemampuan untuk

bertanggungjawab, para terdakwa mempunyai unsur kesengajaan dalam

melakukan tindak pidana korupsi dan perbuatan para terdakwa merupakan

perbuatannya tidak menghapus pidana. Dan perbuatan para terdakwa termasuk

dalam tindak pidana penyertaan, dimana terdakwa sebagai orang yang turut

melakukan (mede pleger).
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2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

tindak pidana korupsi pengadaan alat customer information system (CIS) di

Perusahaan Listrik Negara Wilayah Lampung dalam perkara Nomor

03/PID.TPK/2011/PN.TK, berdasarkan Pasal 183 dan 184 KUHAP dan juga

harus memuat hal-hal yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat

yuridis adalah alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,

keterangan terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap

dipersidangan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah alasan

yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran-saran dan masukan yang dapat diberikan

oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana dengan memberikan sanksi terhadap pelaku

tindak pidana korupsi pengadaan alat customer information system yang diatur

dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dinilai tidak memberikan efek jera karena tidak sesuai dengan

Undang-Undang Tindak Pemberantasan Korupsi atas perbuatan yang

dilakukan pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebaiknya

dalam memberikan sanksi harus memperhatikan kesesuaian unsur ancaman

pidana terhadap Undang-Undang Tindak Pemberantasan Korupsi agar

memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut.
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2. Diharapkan hendaknya hakim lebih bijaksana dalam menjatuhkan sanksi pidana

terhadap terdakwa, sebab dalam kaitannya pertanggungjawaban pidana pelaku

tindak pidana korupsi pengadaan alat customer information system yang

menjadi dasar utama dalam pemutusan kasus ini adalah kembali lagi pada

keyakinan seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus ini

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan alat

customer information system.


